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ABSTRAK 

Tindak pidana perdagangan orang (trafficking) merupakan perbuatan yang 
melanggar hak asasi manusia dan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat 
pendidikan yang masih rendah dari perempuan dan anak menjadi salah satu faktor 
penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, berbagai 
upaya harus dilakukan agar tindak pidana perdagangan orang tidak terus menerus 
terjadi. 

Berbagai pihak mengeluhkan tentang penegakan hukum yang dilakukan di 
Indonesia dalam rangka pemberantasan kejahatan perdagangan orang yang marak 
(bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana trafficking dan apakah 
penegakan hukum tindak pidana trafficking telah melindungi korban kejahatan 
trafficking?)Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan karena negara 
mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah, menginvestasi, 
dan menghukum tindakan perdagangan orang serta menyediakan perlindungan 
bagi para korban perdagangan tersebut. 

Penelitianhukuminimerupakanpenelitianhukumnormatif. Pendekatan yang 
digunakanadalahmetodependekatankualitatif.Penelitianhukuminibersifatdeskriptif.
Lokasipenelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.Teknikpengumpulan data 
dilakukan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang 
undangan,dokumendokumendanwawancarauntukmendukungkesempurnaandankel
engkapan data ataubahan. Data yang diperolehdianalisissecarakualitatif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa salah satu 
upaya yang diambil pemerintah dalam penegakan hukum kasus trafficking adalah 
dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur 
tentang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 
serta perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum.  
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah 
sesuai dengan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) yang berdasarkan Putusan No. 205/PID.SUS/2011/PN.YK mengadili 
sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara mempunyai 

kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap warga negara tanpa 

terkecuali termasuk di antaranya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh 

penghidupan yang layak, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal 

tersebut sesuai dengan tujuan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi 

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial.1 

Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita luhur tersebut, maka negara 

melaksanakan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat. Usaha 

pembangunan ini juga harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas yang akan mengolah dan memanfaatkan sumber daya 

alam (SDA) yang tersedia dengan baik dan bijaksana. Selain itu, negara harus 

mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha pembangunan 

                                                           
1Catur Tulus Setyorini, “Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak”,SkripsiFakultas 

Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006. 
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tersebut dengan tetap berpihak pada kepentingan umum. Dengan demikian 

diharapkan usaha pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara adil dan 

merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dalam kenyataannya 

pemerintah masih mengalami banyak kendala. 

Sebagaimana telah diketahui bersama, Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Kelebihan tersebut 

justru menjadi salah satu hambatan utama terciptanya pemerataan pembangunan 

di segala bidang kehidupan masyarakat. Hal inilah yang sering kali menimbulkan 

adanya perbedaan yang sangat mendasar baik secara sosial maupun ekonomi 

dalam masyarakat. Tentu saja ini dapat mendorong adanya berbagai tindakan yang 

meresahkan masyarakat yakni perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak 

pidana, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan. Mayoritas korban 

perdagangan orang merupakan perempuan dan anak. 2 

Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah 

dari perempuan dan anak menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak 

pidana perdagangan. Tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang 

terbatas dari perempuan dan anak mengenai hak-haknya sering kali dimanfaatkan 

oleh jaringan perdagangan perempuan dan anak untuk mengelabuhi para korban 

berkedok mencari pekerjaan. Mereka dieksploitasi secara ekonomi dan seksual 

demi kepentingan dan keuntungan dari para pelaku perdagangan. Pola 

perdagangan yang diterapkan dapat berupa eksploitasi seksual, pembantu rumah 

tangga, pengemis dan pengamen, pekerja perkebunan dan pertambangan, penjual 

                                                           
2Ibid 
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barang-barang ilegal diantaranya obat-obatan terlarang seperti narkotika, 

psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Tentu saja hal ini sangat ironis mengingat 

perempuan dan anak seharusnya wajib untuk dilindungi hak-haknya dihadapan 

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Hal lain yang sering dialami oleh perempuan dan anak yang menjadi korban 

perdagangan ini adalah perlakuan tidak adil dari majikan yang berupa tindak 

kekerasan baik secara fisik maupun mental, bahkan mereka sering kali tidak 

mendapat upah secara layak sesuai dengan hak-hak mereka. Yang lebih 

memprihatinkan lagi adalah mereka tidak tahu dimana mereka bisa mencari 

perlindungan, bahkan sering kali mereka tidak menyadari bahwa mereka telah 

menjadi korban dari tindak pidana perdagangan yang dilakukan oleh jaringan 

sindikat yang rapi dan terorganisir. Oleh karena itu, cukup banyak dari korban 

perdagangan yang memilih untuk bertahan dengan pertimbangan kebutuhan hidup 

yang mendesak dan sulitnya mencari jenis pekerjaan lain yang lebih baik dengan 

latar belakang pendidikan mereka yang rendah. 

Apabila ditinjau secara yuridis, maka tindak pidana perdagangan perempuan 

dan anak tersebut melanggar hak-hak manusia dan telah bertentangan dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 

ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.3 Di samping itu, tindak pidana 

perdagangan perempuan dan anak tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 297 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 

                                                           
3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, aturan mengenai tindak 

pidana perdagangan (Trafficking) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.4 

Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah 

perdagangan orang seperti melemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-

undangan yang ada, peran pemerintah dalam penanganannya maupun minimnya 

informasi mengenai perdagangan orang itu sendiri. Jika bicara mengenai 

penegakan hukum, maka sejak kita lahir bahkan anak yang masih dalam 

kandungan hingga mati selalu berurusan dengan hukum, tidak ada waktu dan 

tempat yang terlewati dari sentuhan hukum.  

Berbagai pihak mengeluhkan tentang penegakan hukum yang dilakukan di 

Indonesia dalam rangka pemberantasan berbagai kejahatan yang marak seperti 

perdagangan orang. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan karena 

negara mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah, 

menginvestasi, dan menghukum tindakan perdagangan orang serta menyediakan 

perlindungan bagi para korban perdagangan tersebut. Pemerintah sudah banyak 

melakukan kebijakan untuk mengurangi bahkan menghapuskan bentuk-bentuk 

kejahatan ini. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diharapkan 

mampu mengantisipasi dan menjerat semua tindakan dalam proses, cara atau 

                                                           
4Catur Tulus Setyorini, “Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak”,SkripsiFakultas 

Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006. 
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semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi di dalam perdagangan orang, baik 

yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun antarnegara.5 

Ketentuan hukum tentang perdagangan orang yang dibentuk harus meliputi 

aspek-aspek perlindungan hak asasi manusia pada tingkat pencegahan, 

penanganan, serta perlindungan dalam pemulihan korban. Di tingkat pencegahan, 

perdagangan orang berkaitan erat dengan beberapa faktor, diantaranya adalah 

faktor kemiskinan.6 

Mengenai perlindungan dan pemulihan korban di Indonesia saat ini masih 

kurang sekali sehingga implikasi kondisi ini mengerucut pada ketidakadilan dan 

pengabaian hak-hak korban. Aparat penegak hukum maupun pemerhati masalah-

masalah hak asasi manusia, khususnya masalah perdagangan orang, menilai 

bahwa ketentuan-ketentuan hukum kurang memadai untuk mengatasi kasus-kasus 

perdagangan orang sehingga korban cenderung takut untuk melaporkan kasusnya 

saat mereka dengan susah payah berhasil lepas dari sindikat perdagangan orang.  

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengulas 

lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan dengan judul “ Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta)” Berdasarkan putusan Nomor: 205/PID.SUS/2011/PN Yk. 

 

                                                           
5Catur Tulus Setyorini, “Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak”,SkripsiFakultas 

Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006. 
 
6Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik, Evaluasi Kebijakan 

Pemerintah Dalam Pencegahan Perdagangan Orang, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 
2007) hlm. 6 
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B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di 

atas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang penting dan 

mendasar, yaitu: 

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana trafficking 

khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta? 

2. Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana trafficking telah 

melindungi korban kejahatan tersebut? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak 

pidana trafficking khususnya di wilayah Pengadilan Negeri 

Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana 

traffickingtelah melindungi korban kejahatan tersebut. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat 

memberikan manfaat pemikiran bagi perkembangan hukum pidana 

pada umumnya, khususnya mengenai Tindak Pidana Trafficking. 

b. Secara praktis, dapat menambah wawasan bagi penyusun dan sebagai 

bahan pertimbangan bagi aparat (polisi, jaksa, dan hakim) dalam 

menangani perkara perdagangan perempuan dan anak, khususnya 
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dalam usaha memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana 

perdagangan orang. 

 
D. Telaah Pustaka 

Dalam hukum pidana terdapat beberapa istilah untuk perbuatan pidana. 

Dalam hukum pidana belanda disebut dengan strafbaar feit, sedangkan dalam 

kepustakaan hukum pidana digunakan istilah delik. 

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana 

diungkapkan diatas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini 

menggunakan beberapa literature hasil penelitian ataupun buku-buku referensi 

yang membahas tentang perdagangan orang, sehingga akan diperoleh hasil yang 

maksimal sebagaimana yang diharapkan. Referensi tersebut antara lain: 

Skripsi karya Catur Tulus Setyorini yang diketahui peneliti adalah skripsi 

dengan judul Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak. Skripsi ini 

membahas tentang bentuk perdagangan wanita dan anak serta bagaimana aturan 

mengenai tindak pidana perdagangan wanita dan anak menurut hukum pidana 

Indonesia.7 Apabila dibuat suatu perbandingan antara judul skripsi yang peneliti 

gunakan dengan judul yang sudah ada dengan penelitian ini, maka tidak ada 

kesamaan dan kemiripan dari segi judul, dari segi tahun penelitian, ini memang 

sudah pasti sangat berbeda sekali, penelitian disini dilakukan tahun 2012. 

Perbedaan lainnya adalah skripsi tersebut tidak mengadakan penelitian lapangan 

                                                           
7Catur Tulus Setyorini, “Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak”,SkripsiFakultas 

Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006. 
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(field research). Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tindak pidana 

trafficking. 

Skripsi karya Nurun Sarifah yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap 

Korban Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.8Tujuan 

skripsi karya Nurun ini menjelaskanuntuk mengetahui perlindungan hukum yang 

diberikan terhadap korban perdagangan orang pada tingkat penyidikan ditinjau 

dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Perbedaan terletak pada judul dan pokok masalah, dalam skripsi Nurun lebih 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan pada skripsi 

penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kemudian 

persamaannya terletak pada penelitian hukum ini sama-sama menggunakan 

penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah metode 

pendekatan kualitatif. 

Sedangkan Tesis karya Zaky Alkazar Nasution yang berjudul ”Perlindungan 

Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia”.9 Apabila 

dibuat suatu perbandingan antara tesis karya Zaky dengan skripsi yang akan 

penulis buat yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap 

korban perdagangan manusia akan tetapi jika dilihat dari judul tidak ada 

kesamaan sedikitpun. Perbedaan yang lain ada di dalam pokok masalah, tesis 
                                                           
8Nurun Sarifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan OrangPada Tingkat 
Penyidikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 
Dan Korban”,SkripsiFakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007. 
 

9Zaky Alkazar Nasution, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban 
Perdagangan Manusia”,Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. 



 

 

9 

 

karya Zaki lebih menspesifikasikan tentang perlindungan terhadap korban 

kejahatan dan tempat penelitian karena penelitian diadakan di dua tempat berbeda 

yaitu Semarang dan Yogyakarta. 

 
E. Kerangka Teoretik 

Kejahatan perdagangan (trafficking) merupakan kejahatan yang terorganisir, 

di mana para pelaku kejahatan mempunyai peran yang berbeda satu dengan yang 

lainnya. Disamping itu kejahatan trafficking cakupannya mencapai luar negara. 

Ada beberapa hal yang perlu diyakini untuk sebuah jenis kejahatan terorganisir, 

yaitu: 

1. Bersifat global dan transnasional 

2. Melibatkan jaringan yang luas dan sistematik 

3. Memanfaatkan teknologi tinggi (high tech)  

Sementara itu, Cressey, mengatakan bahwa: Organized Crime adalah 

kelompok, gang, gerombolan, pasukan, himpunan,jaringan, sindikat, kartel, dan 

konfederasi yang memiliki sebagaitujuan kriminal disebut organisasi kriminal dan 

oleh sebab itumerupakan kejahatan yang diorganisir.10 

 
1. Teori Normatif Perdagangan Manusia 

Soerjono Sukanto, menyatakan teori sebagai berikut :11 

                                                           
10Soedjono Dirjosisworo, Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan 

(Crime Prevention), (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 32-33 
 
11Ibid, hlm.5 
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a. Teori berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang 

hendak diselidiki atau diuji sebenarnya. 

b. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal yang telah diketahui serta diuji 

kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. 

c. Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan pengetahuan yang 

dimiliki peneliti. 

2. Teori Penegakan Hukum 

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka 

digunakan pula teori mengenai penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono 

Sukanto, yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

penegakan hukum, antara lain : 

a. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-undang saja.12 

Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan 

penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan 

semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan yang baik adalah 

peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. Dalam 

hal ini perlu diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang berlaku saat ini masih merupakan produk warisan kolonial Belanda, 

umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Seharusnya dewasa ini sudah perlu 

dilakukan pembaharuan secara komprehensif agar tidak terjadi paradoks 

dalam penegakkan hukum pidana. KUHP tersebut diadopsi dari negara yang 

                                                           
12Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya,(Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 314 
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menganut asas liberalisme dan kapitalisme, hal ini bertentangan dengan asas 

hukum di Indonesia yang berazaskan Pancasila.13 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam KUHP 

mengenai stelsel pidana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 1 

Tahun 1946 tentang hukuman mati, pada hakikatnya hukuman mati tersebut 

sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia, setelah amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945, hukuman mati dianggap bertentangan dengan 

Pasal 28 yaitu tentang HAM yang menyatakan : ”Setiap orang berhak untuk 

hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, yang 

seharusnya hukuman mati tersebut harus dihapuskan. Menurut teori stufenbau 

dari Hans Kelsen ini, sesuai dengan sumber tertib hukum RI dan tata urutan 

peraturan perundangan RI sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPRS 

No. XX/MPRS/1966 Jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 yang berisi setiap 

peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber kepada peraturan yang 

lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang 

berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi 

derajatnya. Tetapi dalam kenyataannya masih ada ketentuan peraturan hukum 

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, 

misalnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang Korupsi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut 

dinyatakan: ”Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian 

                                                           
13Irawati Harsono, Penanganan Polri Terhadap Kasus Perdagangan Anak, (Jakarta Raya:  

Universitas Bhayangkara, 2004), hlm. 10 
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negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan 3.”14 

b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum tersebut.15 

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum 

yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum 

lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan 

penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan 

apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, 

bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi. Bahwa 

jika aparatur penegak hukum melakukan paradoks dalam menegakkan hukum 

sehingga merugikan orang lain, sampai saat ini belum ada sanksi hukum yang 

tegas terhadap aparatur penegak hukum tersebut, meskipun menurut Pasal 9 

ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 

2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap pejabat 

yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak 

berdasarkan kepada undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam 

menegakan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi. Tetapi 

                                                           
14Ibid, hlm. 11 
 
15 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,cet. Kelima, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5 
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dalampraktek penegakan hukum pidana di Indonesia ketentuan pasal tersebut 

jarang dipergunakan.16 

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

Tanpa sarana dan prasarasana yang memadai tidak mungkin penegakan 

hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan 

dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan 

maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai 

mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakan hukum karena faktor 

keamanan dan lain sebagainya.  

Demikian juga tak kalah pentingnya skill aparat dari segi hukum dan 

terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. 

Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian 

juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang 

sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena 

jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus 

diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk 

menunjang pelaksanaan peradilan yang baik. Demikian pula pihak kepolisian, 

kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi 

kriminalitas dalam masyarakat. Ketiadaan peralatan modern mengakibatkan 

banyak kejahatan dalam masyarakat yang belum terungkap misalnya 

kejahatan perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. 

                                                           
16Ibid, hlm. 37 
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d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dari hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan. 

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu 

sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian dimasyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah 

kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, 

semakin baik pula penegakan hukum.17 

Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka 

semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud 

dengan kesadaran hukum itu, antara lain adalah pengetahuan tentang hukum, 

penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum 

merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu.  

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.18 

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 

yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa 

yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut 

merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat banyak. Akan tetapi di 

samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk 

oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang 

menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif. 

                                                           
17Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm. 68 
 
18Ibid 



 

 

15 

 

Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam 

penegakan hukumitu sendiri, misalnyaadanyakebiasaan yang kurang baik 

dalam penegakan hukum padaumumnya berupa pemberian amplop dengan 

dalih apapun untuk penyelesaian suatuperkara baik pidana maupun perdata. 

Kebiasaan tersebut sudah dianggap budayaditengah-tengah pencari keadilan 

yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulituntuk diperbaiki. 

Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaanyang 

melanggar norma yang ada, baik norma hukum maupun norma adat 

yangmengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan 

hukum yang ada. 

 
3. Teori-Teori Keadilan 

a) Teori Keadilan Aristoteles 

 Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui 

hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari 

hukum.19 Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun 

bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak 

proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. 

Arietoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan distributief dan 

keadilan commutatief. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan 

kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief 

                                                           
19Ibid, hlm. 24. 
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memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan 

prestasinya.20 

 
b) Teori Keadilan John Rawls 

 John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka 

program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah 

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan 

kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas 

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali 

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 

keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap 

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak 

beruntung.21Menurut John Rawl terdapat prinsip-prinsip keadilan yang 

utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas 

kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan 

ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing 

individu. 

 
c) Teori Keadilan Hans Kelsen 

 Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang 

bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan 

                                                           
20L..J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan 

kedua puluh enam, 1996), hlm. 11-12. 
 
21John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah 

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 135. 
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mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat 

manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.22Pengertian 

Keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia 

benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak 

adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain 

yang serupa. 

 
d) Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional 

 Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial 

menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang 

berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk 

kepentingan individu yang lainnya. Keadilan didalam perspektif hukum 

nasional ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan-keadilan yang 

bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu.23 Keadilan 

ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, jenis penelitian yang dilakukan 

termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu 

                                                           
22Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 

(Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7. 

23Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2000), hlm. 50. 
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penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca 

dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan normatif.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Studi dokumen atau badan pustaka (Library Reseach) 

Yaitu mempelajari hasil karya para sarjana, data yang diperoleh dari 

instansi, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku tentang trafficking 

yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam 

hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli 

hukum pidana yang menyangkut tindak pidana trafficking. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala 

subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data 

yang diperoleh dari wawancara.24 Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengamatan terhadap korban perdagangan anak di wilayah Yogyakarta. 

 

 

                                                           
24Ibid, Sutrisno Hadi, hlm. 193 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri 

dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu, dan ditulis dengan 

sengaja untuk menyimpan dan meneruskan kekurangan mengenai suatu 

peristiwa.25 Lebih tegas lagi dikatakan bahwa metode dokumentasi adalah 

usaha untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian melalui catatan 

buku, brosur, majalah dan sebagainya.26 Dokumentasi digunakan untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari interview dan observasi. 

4. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta dan 

penelitian dilakukan pada tahun 2012 s.d. 2013. 

5. Metode Analisis Data  

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode 

analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif, yaitu dengan analisis data 

berupa konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

dan penelitian dilapangan yang diolah dan dianalisis untuk menjawab 

permasalahan kemudian diambil kesimpulan. 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode 

penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa dengan baik agar data 

                                                           
25 Masyuhuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif, 

(Bandung: refika aditama, 2008), hlm. 193 
 
26Ibid,hlm. 195 
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tersebut bermakna. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah metode 

deduktif, yaitu cara berpikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar 

pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang bersifat 

khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional.27 Kemudian dianalisis secara 

komparatif, yaitu mengkaji tindak pidana anak tersebut dengan cara 

membandingkan data yang diperoleh dengan hasil penelitian kepustakaan. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas 

mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan 

membagi pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang trafficking, diantaranya 

pengertian penegakan hukum, korban kejahatan, dan perdagangan orang, modus 

operandi perdagangan orang dan perlindungan korban kejahatan sebagai wujud 

perlindungan hak asasi manusia. 

Bab Ketiga, berisi mengenai kajian teoritis pengaturan tindak pidana 

trafficking dalam hukum pidana Indonesia, diantaranya latar belakang pengaturan 

trafficking, pengaturan tindak pidana trafficking dan kebijakn pemerintah dalam 

menangani korban trafficking. 
                                                           

27Nana Sudjana, Tuntunan Karya Ilmiah, cet-2 (Bandung: CV Sinar Baru, 1991), hlm 6 
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Bab Keempat, berisi pertimbangan hakim dan analisis putusan yang 

dijatuhkan terhadap kasus trafficking di Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

Bab Kelima, berisi simpulan dan saran yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana trafficking yang dilakukan di 

Indonesia adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 yang mengatur tentang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO).Penegakan hukum yang dilakukan oleh 

Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Putusan Nomor 

205/PID.SUS/2011/PN Yk belummemenuhi rasa keadilan bagi korban 

perdagangan orang karena belum memberikan perlindungan secara serius 

terhadap korban perdagangan orang. Berdasarkan Putusan No. 

205/PID.SUS/2011/PN.YK mengadili sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan pidana penjara 3 

(tiga) tahun dan pidana denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta 

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 

2. Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, sebagai negara hukum sudah 

melindungi korban dan menjunjung tinggi HAM yang dituangkan dalam 

norma-norma konstitutif dan dilaksanakan dalam sistem peradilan, sebagai 

jaminan konkrit terhadap perlindungan dan penegakan hukum HAM. Selain 

itu juga pencantuman secara formal dalam peraturan Undang-Undang Nomor 
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13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, secara normatif dapat menjamin 

perlindungan hukum bagi korban kejahatan perdagangan orang serta dapat 

meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya 

pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam 

berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 

B. Saran 

Dengan adanya kenyataan-kenyataan yang terjadi dan telah diuraikan 

sebelumnya, maka tindak pidana perdagangan orang (trafficking) menjadi 

tanggung jawab semua pihak, khususnya aparat penegak hukum dalam 

penanggulangan dan penanganan kasus tersebut, maka beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Hakim sebagai pemberi putusan seharusnya tidak hanya mengikuti peraturan 

perundang-undangan semata tanpa memperdulikan rasa keadilan, tetapi 

hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan 

rasa keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga keputusannya dapat memenuhi 

rasa keadilan yang sebenarnya.  

2. Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan, sebaiknya para pelaku tindak 

pidana dikenakan ancaman dan sanksi hukuman yang maksimal, karena 

ternyata sanksi hukuman yang dikenakan tidak menimbulkan efek jera bagi 

pelaku. 

3. Memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun non 

formal secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya 



 

 

120 

 

penegakan hukum diIndonesiasehingga masyarakat sadar hukum dan menaati 

peraturan yang berlaku. 
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pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-

pwkara pidana dengan acafa pemeriksaan biasa pada tingkat [ps&ama, telah

nreutatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :------------

MUJIANTO als. SUGENG bin MADYO UTOMO ;-:-
Yogyakarta ;---------

47 Tahun/ 19 Juli 1964 ;-:-
laki-laki ;-*-*:---
lndonesia : --:-----
Sosrokusuman DN ll 151, Rt.016 Rw.006 Suryatmajan

Danurejan Yogyakarta ;:-
Agama :

Pekerjaan :

Pandidikan l

lslam ;-**-----*--
Wiraswasta ; :--:*
SMP ( tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi oleh Penasihat

Hdtumnya dari Kantor Hariyanto, SH & Associated, AdvokaU Penasihat Hukum

y-dng beralamat kantor Jl. Magelang Km 4, No. 100 Karangwaru LorYog'yakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 Mei 2A11 ;-***

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Permhanan :----------

t. Penyidik Nomor: SPrHan/2211112011/Reskrim tanggal 22 Februarri 2011

sejak tanggal 22Februari2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2C111 7--
S. Fenuntut Umum Nomor : TAP.1 111 0.4.10/ Epp.1l 3 I 2011 tanggal I Maret

?011 sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 22 April

3 Ferruntut Umum Nomor . 48410.4.10/ Ep.1/031 2011 tanggal 30 Manet 2011

ueffit tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April2011 ;**-----
t" &*uftkn Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 12 April 2011 sampai

&rpn tanggal 11 Mei 2011 ;

S Perpmiangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai

ffitWfi tanggal 10 Juli 2011 ;-*-

. \4
-___--_et. ... 4,
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PmEadilan Negeri tersebut ;"*"----*-

setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;---**----

setelahmendengarketeranganparasaksidanterdakwaserta
r?norrryerhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;--*:-"

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada

ffio{arya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

rmerErutus ka n : --------

l"MenyatakaniaTerdakwaMUJ|ANTOals.SUGENGbinMADYoUToMo

btahterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana
*membantuataumelakukanpercobaanuntukmelakukantindakpidana

perdagangan orang " sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-urndang

}&0.2ltahun2oo1tentangPemberantasanTindakPidanaPerdaEangan

Srang ;-----*-
2" t*enjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIANTO als' SUGENG bin

fieADYO UTOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun'dikurangi

ge|ama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar

&. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

krntrngan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3" *Hryatakan barang bukti berupa :----..

- uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dinampas

untuk negara ;-------
4. *ilenetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

mp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;----------

setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh

Fwftat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan

TilHd* Pidana Perdagangan Orang, sehingga harus dibebaskan dari diakwaan

tsmsshtd ; ---*--"
lrlbnimbang, bahwa telah pula didengar Replik dari Penuntut Umum atas

ru*&e*aan terdakwa dan Duplik yang disampaikan oleh Penasihal: hukum

Teffiusa atas Replik Penuntut Umum sebagaimana terlampin dalanr berkas

lr*enimbang,

ffitsebagai
bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan

berikut
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Tuna Susila masing-masing bernama : Yatini als. Lia, Susanti a&u ,Mro,

Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera ;:----*:-
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kepala Desa pemaron Ke

Brebes dan Kartu Keluarga No. 33290928A2073246 saksi lntan Purnwrmmw

als. lntan lahirtanggal 8 Januari 1994.

-----------Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam ffihrw
Pasal 10 Undang- undang Nomor : 21 tahun 2aa7 tentang Pemberanffiffi?

Tindak Pidana Perdagangan Orang ;*--*---
ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADyo uroMo, pada

waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, secara

bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KlKl (DPO), baik sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dlakwaan

kesatu diatas, setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan

mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: *_

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh
p'etugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mulai bekerja dirumah kontrakan
Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila
yarq terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. l24Yogyakarta dengan tugas
mernbantu Sdr. Kiki untuk menerima para tamu sekaligus me,lakukan

tnrrpaksi kepada tamu yang datang ketempat tersebut untuk meminta jasa

Bmman hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagai
h'rffinnya terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.lg.gOO,-

ttrtffi,* setiap tiamu yang telah membayar layanan jasa tersebut.-*
- Fae uFktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama

dtwryan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan

ffia hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susrla.

&{L}Fya terdakwa menunjukan s orang wanita Tuna susita yang

@tg duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo d,arr

frrui Tri Pumomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada sa{ffir $ntau.r

n*ari abo lntan yang merupakan salah satu penghuni nrrnah dr



KESATU :

--*-BahwaiaterdakwaMUJ|ANToalsSUGENGbinMADYoUToMoSeeara
bersama-sama dan bersepakat dengan sdr. KlKt (DPO), baik sebagai orang

yangmelakukan,yangmenyuruhmelakukan'danyanglurutsertamelakukan

perbuatan, pada hari senin tanggal 21 Februari 2011' Sekitar iam 21'45 wib

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011' atau

setidaktidaknya dalam tahun 2011 bertempat di J1' HOS Cokroaminoto No'

l24Yogyakailaatausetidak-tidaknyapadatempatlainyangtermasukdalam

"daerah hukum Pcngadilan Negeri Yogyakarta, setiap orang yang melakukan

perekrutan,pengangkutan,penampungan'pengiriman'pemindahan'atau

penerimaanSeseorangdenganancamankekerasan,penggunaankekerasan'

penculikan,penyekapan,pemalsuan'penipuan'penyalahgunaankekuasaan'

atau posisi rentan, penieratan utang atau memberihayaran atau manfaat

walaupunmemperolehpersetujuandariorangyangmemegangkendaliatas

orang lain, untuk tuiuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara

Republik, perbuaian mana dilakukan terdalrwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh

petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta telah mulai bekerjasama sama

denganSdr.KikiselakupengelolarumahpenampunganparaWanillaTuna

susila yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan

tugas menerima para tamu sekaligus melakukan transaksi kepacla tamu

yang datang ketempat tersebut untuk memintajasa layanan htlbungan supmi

isei dengan wanita Tuna susila, dan sebagai imbalannya terdakwa

diberikan uang olell Sdr. Kiki sebesar Rp'10'000,- untuk setiap tamu yang

teHh membayar layBnan jasa tersebut' i----
:: a waktu dan tempdt tersebut diatas ketikb saksi subagyo bersama-sama

&ngan saksiTri Pumomo sidhi menemuiterdakwa untuk memesan layanan

ffi hubungari layatnya suami istri dari para Wanita Tuna Susila'

w*anlutnya terdakwa' menunjukan 5 orang Wanita Tuna susiila yang

s8datug duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi subargyo dan

B*si Tri Pumomo sidhi dan pilihan saksi subagyo iatuh pada saksi lntan

ffi-firtr;rri rlra lnttn yrn0 mnrupnkan ralnh satu penghuni rumah di

#, Hffif; Bggfaufntn6ffi HHi {Hnt YAHSiiF*nttH trre#biJt, k*r'iirii'lir}ir tmffndt tilvtHr

{fi**i I i ,t

Wm.6qnlav1rrn1.a$ua|J,iii$!iiy*ri$i1{1$}iiriii."tr!Ul.,xl:l:.iil'



Pumamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepMl@@
Rp.400.000,- dengan ketentuan uang sebesar Rp'300'0ffi-- 'Mffiffi

membayar saksi lntan Purnamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk jasa tuffim
diberikan imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- serlta un&ffi Fma

terdakwa mengantarkan dan sewa hotel sebesar Rp.l 00.000,- setelafit@*

kesepakatan pada itu juga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar

Rp. 400,000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersarna-sama dengan

saksi lntan Purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi

keluar rumah menuju ke mobil ;-------
Pada saat terdakwa bersama'sama saksi lntan Pumamasari also lntan dan

saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan siap untuk beriangkat,

se€ra tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan peenangkapan

terhadap tcrdakwa bc.serta uang sejumlah Rp. 400.000,- yang merupakan

hasil transaksi jasa layanan antara saksi Subayo dengan terdakwa serta

mengamankan 4 orang Tuna Susila masing-masing bemama: Yatiini also

Lia, Susanti also Ocha, Dwi Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun also Vera ;-:-

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemaron Kecamatan

Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi lntan Pumamasari

abo lntan lahir tanggal 8 Januari 1994.;-

Bahwa dalam terdakwa bersama-sama dengan sdr.Kiki melakukan kegiatan

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan

Erfradap orang tersebut tidak didukung dengan perijinan dari pejabat yang

her$r€nang ;.--------

-Perbuatan 
terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dianeam Pidana

penersnantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1)

kB t ilfi.lHP

ATAU

Wiffi*--

-*MNa 
ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO UTOMO. pada

ffi &r ternpat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, setiap

W .gmtg tSah membantu atau melakukan pereobaan untuk me'lakukan

ffiflryr.#*ka perdagangan orang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan



Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh

petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mulai bekerja dirumah kontrakan

sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para wanita Tuna susila

yang terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan tugas

membantu sdr. Kiki untuk menerima para tamu sekaligus melakukan

transaksi kepada tamu yang datang ketempat tersebut untuk meminta jasa

layanan hubungan suami istri dengan wanita Tuna susila, dan sebagai

imbalannya terdakwa diberikan uang oleh sdr. Kiki sebesar Rp'10'000'-

untuk setiap tamu yang telah membayar layanan jasa tersebut'*---

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi subagyo bersama-sama

dengan saksiTri Pumomo Sidhi menemuiterdakwa untuk memesan la'yanan

jasa hubungan layaknya suami istri dari para wanita Tuna siusila'

selanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang

sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan

saksi Tri Purnomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi lntan

Purnamasari also lntan yang merupakan salah satu penghuni rumah di

Jt. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta tersebut, kemudian terjadi

tawar menawar harga antara saksi subagyo dengan terdakwa r.rntuk layanan

jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi lntan

Pumamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga

Rp.4OO.O00,- dengan ketentuan uang sebesar Rp.300'000,- untuk

rrrernbayar saksi lntan Purnamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk iasa terdakwa

diberikan imbalan oleh sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- serta untuk jasa

Erdakwa mengantarkan dan sewa hotel sebesar Rp.100.000,- setelah terjadi

kesepakatan pada itu juga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar

Rp. 400.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama rJengan

g|6i lntan Purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi

kekffiir rumah menuju ke mobil

- $},fi& saat terdakwa bersama-sama saksi lntan Pumamasari also lntan dan

gffii $ubagyo sudah berada didalam mobit dan siap untuk berangkat'

s66rra tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan peenanrgkapan

effirdry terdakwa beserta uang sejumlah Rp 400.000,- yang merupakan

n& tansaksi iasa layanan antara saksi Subayo dengan terdakwa'

ficmw terdakrffi belurn sempat rnenerima imbalan dari sdr. Kiki uang

ffiffi Rp. 10.wCI,- dan pada saat itu juga berhasil diamankan 4 orang



6

Tuna Susila masing-masing bernama : Yatini als. Lia, Susanti &" ffiffi;ffim,
Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera ;*----*--

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemaron lk6g6gp6pwl

Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi lntan Punnwsmw

als. lntan lahir tanggal I Januari 1994.

-----------Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancarn P*fuw
Pasal 10 Undang- undang Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberankann

Tindak Pidana Perdagangan Orang ;..*-----
ATAU

KETIGA:

*---Bahwa ia terdakwa MUJ|ANTO als SUGENG bin MADyo uroMo, pada

waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, secara

bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KlKl (Dpo), baik sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dlakwaan

kesatu diatas, setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan

mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -:___---_

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh
petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mulai bekerja dirumah kontrakan
Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila
yang terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. l24Yogyakarta dengan tugas
n€rnbantu Sdr. Kiki untuk menerima para tamu sekaligus me,lakukan

&ansaksi kepada tamu yang datang ketempat tersebut untukl meminta jasa

@pnan hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan rsebagai

kr$&nnya terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.t0.000,-
ttrffi,st setiap tamu yang telah membayar layanan jasa terseburt.-

- m waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama

der'qan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan

FsB hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susita.

se*{.rrrya terdakwa menunjukan s orang Wanita Tuna sr.rsrta i/ang
s&dtrtg dttduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo d.an

&u Tn Pumomo Sirjhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada sa{cs,i tntan

Mamri abo lntan yang nrerupakan salah satu perqhuni nxrnafi dr



Jl'HosCokroaminotoNo.lz|Yogyakartatersebut,kemudi*sWfiffiM

tawarmenawarhargaantarasaksisubagyodenganterdakwauntuktaw]
jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksr if.ffifit.r

Pumamasari dengan saksi subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga

Rp'400.000'-denganketentuanuangsebesarRp.300.0100,.unttdt
membayar saksi lntan Purnamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk jasa terdrakwa

diberikan imbalan oleh sdr. Kiki sebesar Rp.l0'000,- serta untuk jasa

terdakwamengantarkandansewahotelsebesarRp'100'000'-setelahterjadi

kesepakatan pada itu juga saksi subagyo menyerahkan uang sebesar

Rp' 400.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-Sama dengan

saksi lntan Purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo sidhi

keluar rumah menuju ke mobil'-

Pada saat terdakwa bersama-sama saksi

saksi Subagyo sudah berada didalam

-Pefbuatan 
terdakwa tersebut

PG€f, ffi Undang- undang Nornor :

lntan Pumamasari also lntan dan

mobil dan siap.,ullty}1 b91,31gkat,

decara tiba-tiba petugas polreslg Yogyakarta melaKukan

hasil transaksi jasa layanan antara saksi Subayo dengan terdakwa'

sehingga terdakwa belum sempat menerima imbalan dari sdr' Kiki uang

sebesar Rp. 10.000,- dan pada saat itu juga berhasil diamankan 4 orang

Tuna susila masing-masing bernama :Yatini ats. Lia, susanti als' och;a' Dwi

Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als' Vera ;-----:--

- Bahwa terdakwa sengaia mempekeriakan saksi lntan Pumamasari untuk

melayani jasa hubungan layaknya suami istri kepada para pria hidung

belang, tidak lain karena kondisi ekonomi lemah yang dialami olel'r saksi

lntan Pumamasari dan agar terdakwa mendapatkan imbalan dari sdr' Kiki

uang sebesar RP.10.000,

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemaron Kecamatan

Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi lntan Pumarmasari

ab- lntan lahir tanggal 8 Januari 1994 sehingga belum genap 18 tahun

sebagaimana diatur dan dianca'rn P*dana

23 tahun ?OOZ tentang Perltndurryan An'#<

J0. IM 55 ayat (1) ke'1 KUHP ;

ATAU
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----gahwa 
ia terdak\ra MUJIANTO als SUGENG bin lytABY$fffiffi

waktxi dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesa&ll ffiffi
bersryna-sama dan bersepakat dengan Sdr. KlKl (DPO), baik sMryf,*'eWft

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, &r ----------------

turut rerta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagainram Sffiffi
dalanr dakwaan kesatu diatas, siapapun dilarang mempekerialw 'fu'
melibatkan anak pada pekerjaan terburuk, perbuatan mana dilakukan terM
dengan cara sebagai berikut : -.-------

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oletl

petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta telah mulai bekerjasama sama

dengan Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna

Susila yang terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan

tugas menerima para tamu sekaligus melakukan trgnspksi kepada tamu

yang datang ketempat tersebut untuk meminta jasp lflyanan hubungan

suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagaitimbalannya terdakwa

diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- ultukjsetiap tamu yang

telah membayar layanan jasa tersebut.

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama

dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan

jasa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna {iusila,

selanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang

sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan

saksi Tri Pumomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi lntan

Pumamasari also lntan yang merupakan salah satu penghuni rumah di

Jl HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta tersebut, kemudian terjadi

tawar menawar harga antara saksi Subagyo dengan terdakwa untuk layanan

jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi lntan

Purnamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga

Rp.4m.OOq- dengan ketentuan uang sebesar Rp.300,000,- untuk

nrernbayar saksi lntan Pumamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk jasa terdakwa

d*berkan imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- serta untuk iasa

Malcwa mengantarkan dan sewa hotel sebesar Rp.100.000.- setelah

@i kesepakatan pada itujuga saksi Subagyo ,rnenyerahkan

rffirg sebesar Rp. 40O.0O0,- kepada terdalsa, kemudian terdahra bersar"rm-

ssm€l derryan saksi lntan Pumanesari dan saksi Subagyo serta sdrs{ Tm

ftmmon*o Sk hi keluar rumah menulu ke rnobil.-



Pada saat terdakwa bersama-sama saksi lntan Pumamasari ae$ M[Ml,|rs'Mw[l

saksisubagyosudahberadadidalammobildansiapuntr,r{ruemmllmfrM-

Secaratiba.tibapetugasPolrestaYogyakartamelakukanpertm$w
terhadapterdakwabesertauangsejumlahRp,a00.000,--yang

hasil transaksi jasa layanan antara saksi subayo delgjan terdal$ra w{@

mengamankan4orangTunaSusilamasing.masingpernama:Yatinir

Lia, Susanti atso ocha, Dwi Retno Pikasari dan Siti sotiilaiun als' Vera"

- Bahwa terdakwa sengaja mempekerjakan saksi lntap Burnamasari unt"lk

. melayani jasa hubungan layaknya suami istri kepald, in"t1 
.pria 

h'idung

belang,tidaklainagarterdakwamendapatkanimbalqndarisdr.Kikiuang

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kepala DesaiPernaron Kecarmatan

Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 sqkstlntan Pumamasart

als. lntan lahir tanggal 8 Januari 1994 sehingga Uelum'beiap 18 tahun ;-*--
:.]

-*.*-PerbuatanterdakwatersebutsebagaimanadiaturdapdiancamPidanai

pasall33ayat(1)iopasalT4ayal(1)Undang-undangNornor:',l3tahurn2003

tentangKetenagakeriaanJo,Pasal55ayat(1)ke-1KUHP,-:----*.

ATAU

-----Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO

waktudantempatsebagaimanatersebutdalamdakwaankesatu

bersama-samadanbersepakatdenganSdr'KlKl(DPO)'baik

yang melakukan, yang menyuruh melakukan' dan yang turut serta

perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam draKwaan

kesatu diatas, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan

cabul ofiah orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian

atau kebiasaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

.Bafi.ftffipadaawalnyakuranglebih4bulansebelumterdalcwaditanEkapoleh

ee,uJsasKepotisianPolrestaYogyakartamulaibekeqadirumahkontraka,n
Sdr.Kd(iselakupengelolarumahpenampunganparaWanrtaTunaSust{a

}trlsHbtakdiJl.HosCokroaminotoNo.l24Yogyakartaderqantugas
mffi'effifftJ Sdr. Kiki untuk rre*eri,ma para tamu sekal'igus -*|-fu{*-

ffi *ffi* ryf,fl,rH ftffr flxr*rq hgihfti#trt t*rsrbwt sntuk merninta isa
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layanan hubungan suami istri dengan Wanita Tu,na shlali&e

imbalan oleh Sdr' Kiki sebesar Rp'10'000'- untuk s@ Mw'

membaya r layanan jasa tersebut'-----

_ pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi subagyo hersffif,w

dengan saksi Tri Pumomo sidhi menemui terdakwa untuk memestrt w
jasahubunganlayaknyasuamiistridariparaWanitaTunaeffi"
selanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang wanita Tuna st^rsi&a }@ry

sedangdudukdisalahsaturuanganuntukdipiliholehsaksiSubagyo 
*

saksi Tri purnomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi lir$H'{

Purnamasari als. lntan yang merupakan salah satu penghuni rumah di

Jl.HosCokroaminotoNo.l24Yogyakartatersebut,kemudianterjadi
tawar menawar harga antara saksi subagyo dengan terdakwa untuk layanan

jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi lntan

Pumamasari dengan saksi subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga

Rp.400.000,- dengan ketentuan untuk tariff pelayanan saksi lntan

Purnamasari sebesar Rp.300.000,- dan untuk jasa terdakwa mengantarkan

.,; :, ,rui., dan sewa hotel sebesar sebesar Rp.100.000,- setelah terjadi l<esepakatan

:.$.!*t'" pada itu iuga saksi $ubagyo menyerahkan uang sebesar R'p'400'000'-

',"",' keoada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama denganr saksi lntan
.\I purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi keluar rumah

menuju ke mobil.-

- Pada saat terdalwa bersama-sama saksi lntan Pumamasari als. lntan dan

saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan siap untuk berarlgkat'

secara 1i[3,tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan peenangkapan

terhadap terdakwa beserta uang sejumlall Rp 400.000,- yang merupakan

hasil transaksi jasa layanan antara saksi subayo dengan terdakwa, serta

mengamankan 4 orang Tuna Susila masing-masing bernama : Yatiini als'

Lla, Susanti als. Ocha, Dwi Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera ;----

- Bafi$ra setiap kebiasaan terdakwa menerima imbalan dari sdr. Kiki sebesar

Rp. 1ffi.000,- tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;------

-Perbuatan 

terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana

Pffial296 KUHP io pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-------

trtenlmbang, bahsra terhadap dakwaan tersebut, Penrasihat hokum

Terd*cre rnerqy,atakan tidak akan nmnaggapi dakwaan tersebut '--..J
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Menimbang, bahwa untuk mendukung dakurawrym
telah mengajukan saksi-saksi yang terah menerangkan dfumr&
pokoknya sebagai berikut :-----_-___,__

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa daix ffiu&ffi*orrrrw

hubungan keluarga dengan terdakwa ;:______:_
Bahwa diawali dengan telah diberlakukannya operasi pekat dim*r&a &nM,
bulan Februari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2011 ;_.-
Bahwa dalam operasi pekat dan adanya informasi dari m,syardffi
menemukan praktek perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada
hari senin tanggar 21 Februari 2011 sekira pukut zo.4s wib, saksi
mendatangi sebuah rumah di Jt. Hos cokroaminoto No. 124 yogyakarta
bersama-sama dengan saksi rri purnomo 'siir,i oani oepbiapa petugas
Kepolisian yang lain yang dicurigai lrntuk menampun Wanita Tuna

Bahwa setibanya dirumah tersebut qaksi ditemui terdakwa, pada saat itu
saksi mengaku wisatawan r1q3qta1a yalg menginginranr ryinita'untuk
dibeti kemudian. olri"* berkencsp siianlutnya mempeFitihka. il;i
lnluk memilih 5 ( lima) qtqlg gadii-gpCis yang duduk disalah satu

i]1iqan 
didaram ,umaf 

,fete;Eii1; trerrqi"n ;ed memirih *#;;1fi;
neling mula dan cantit<"ehhirnya jafuhiah pirihan wqnita muda ;"";
berusia i6 tahun namanya' lntan prrri"r"sari, 't"*uiirn 

te,roarwa
bertanya berapa harganya, terdakwa menjawab kalau short time
Rp. 300.000,- kemudian saksi menyerahkan uang kepada terrdakwa
sebesar RTp. 300.000,- dan terdakwa minta uang tambahar) uang
sebesar Rp. 100.000,- untuk ongkos sewa kamar hotel ;__*
Bahwa selanjutnya terdakwa mempersirahkan saksi untuk membawa
lntan Purnamasari, kemudian saksi keruar rumah bersama saksi rntan
Pumamasari diikuti terdakwa menuju ke mobir yang terah disiapkarr, pada
saat itu saksi memberi isyarat petugas yang berjaga di luar rumah untuk
melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankanr uang
sebesar Rp. 400.000,-;--
Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Keporisian terdakwa mengaku yang
rnempunyai usaha perdagangan nranita tersebut adarah KrK$ :



rl ,,ffit,

Bahwa kemudian saksi terbitkan surat penangkapwr ,

ke rumah Kiki di daerah Soragan, namun pada s;m
dirumahnya Kiki sudah tidak ada ditempat ;-..---_%
Bahwa terdakwa bekerja ditempat Kiki sudah 6 (enwn) kMh ffi,
bertugas menerima tamu, menerima pembayaran dan menrr#mrffi

Bahwa saat operasi tidak ditemukan identitas apapun pada nf;ffiffiWi"

masing wanita tuna susila tersebut ;*-:----
Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap tamu yang datang dw*,

berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebww
Rp. 10.000,-;**-----
Bahwa setelah saksi mengecek ketempat

ternyata saksi lntan Purnamasari baru berusia

asal lntan Purnamasari

16 tahun dan belum 18

tahun ;-------*-

Keteransan saksi-2. TR! PURNOMO QIDHI :

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan
'

- Bahwa diawali dengan telah diberlakukannya operasi pekat dimulrai awal
bulan Februari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2011 ;---

:- Bahwa dalam operasi pekat dan adanya informasi dari masyarakat
menemukan praktgk perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada

hari senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukut 20. 4s wib saksi
mendatangi sebuah rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 yogyakarta

bersama-sama dengan saksi subagyo dan beberapa petugas Keprolisian
yang lain yang dicurigai untuk menampung wanita Tuna susila

- Bahwa setibanya dilokasi, saksi dan saksi Subagyo diternui terdakwa.
pada sast itu saksi subagyo mengaku wisatawan nusantara yang

menginginkan wanita untuk dibeli kemudian diajak berkr:ncan.

selanjutnya mempersilahkan saksi untuk memilih s ( lima) orang gr;adw

gadis yang duduk disalah satu ruangan didalam rumah ters€b{.}t

kemtrdian saksi nemilih wanita yang paling muda dan cand< *}t*rmtta

iEhlhlah pilihan umnita muda wng berusia 16 tahun nangnye *rffisr1
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Purnamasari, kemudian terdakwa bertanya berapa hangry_ ffiffi!ffiffi,
menjawab kalau short time Rp. 300.000,- kemudian saksi

uang kepada terdakwa sebesar RTp. 300.000,- dan terdaks,'a ror46effiw
tambahan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk onqkos sewa karmar M .*

Bahwa selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi Subagyo dtr* so*w
untuk membawa lntan Purnamasari, kemudian saksi keluan nffia$r$

bersama saksi lntan Purnamasari diikuti terdakwa menuju ke mobil rc
telah disiapkan, pada saat itu saksi memberi isyarat petugas yang

berjaga di luar rumah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakura

dan mengamankan uang sebesar Rp. 400.000,- serta 4 orang wanita

lainnya ;-------
Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian terdakwa mengaku yang

mempunyai usaha perdagangan wanita tersebut adalah KlKl ;--*
Bahwa kemudian saksi terbitkan surat penangkapan dan malamr itu juga

ke rumah Kiki di daerah soragan, namun pada saat dilakukan operasi
dirumahnya Kiki sudah tidak ada ditempat ;---.:**
Bahwa terdakwi bekgrja ditempat Kiki sudal.t 6 (enam) bulan, yang

bertugas menerima tamu, menerima pembayarah oan menyajikan wanita
susila ;*-:- ',.|- Bahwa saat opgrasi tidak ditemukan identitas apapun pada masing-
masing wanita tuha susila tgrsebut l-*-*-:_

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap tamu yang datang dan
berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebesar

- Bahwa setelah 'saksi mengecek ketempat asal lntan purnamasari

ternyata saksi lntan Purnamasari baru berusia 16 tahun dan belum 1g

tahun ;-:----*--
- Bahwa saksi membenarkan bgrang bukti berupa uang tunai

Rp. 400.000,- yand diierlfraikan dipersidangan adatah uan,g yang
diserahkan subagyo kepada Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;---

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada
" tlub$figarr*gluargrrdengan"terddlcJdts--r:--=:.--1'--::-:ri:- --::--:-.----__-__

- Bahwa Bahwa saksi pemah diperiksa di penyidik dan membenarkan
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Bahwa diawali dengan telah diberlakukannya operasi pekat dimuhl mrai

bulan Februari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2411 ',-
Bahwa dalam operasi pekat dan adanya informasi dari masyarakat

menemukan praktek perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada

hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 20. 45 Wib, saksi

mendatangi sebuah rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogtlakarta

bersama-sama dengan saksi Subagyo, Tri Purnomo Sidhi, Dwi Hari

cahyono yang dicurigai untuk menampung Wanita Tuna Susila ;:*----*-
Bahwa setibanya di lokasi di lokasi dilakukan pembagian tugas , yaitu

saksi Dwi Hari Cahyono bertugas di luar rumah sekitar jarak 10-15 meter

dari rumah yang bersangkutan dan saksi Subagyo dan saksiTri Purnomo

Sidhi masuk ke dalam rumah ;------*..
Bahwa setelah saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo S[dhi marsuk ke

dalam rumah,selang beberapa menit kemudian keluar bersama Seorang

perempuan menuju ke mobil yang telah dipersiapkan, saat itulah saks!

Subagyo memberi isyarat kepada saksi untuk segera masuk rumah,

selanjutnya saksi bersama-sama dengan Dwi B1, C3.lVono masuk

rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 terieCI{1 tel, menangkap

terdakwa dan berhasil mengamankan uang sebedar Rp. 400.000,- dari

tangan terdakwa serta 4 orang wanita lainnya ;---*-..*-
Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian terdakwa mengaku yang

mempunyai usaha perdagangan wanita tersebut adalah KilKl dan malam

itu juga ke rumah Kiki di daerah Soragan, namun pada saat dilakukan

operasidirumahnya Kiki sudah tidak ada ditempat ;----
Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap tamu yang datang dan

berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebesar

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunat

Rp 400.000,- yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang yang

diserahkan Subagyo kepada Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;--_

KeE*'ianoan Saksi-4. DttVl HARI CAHYONO .;-----
- Bahs€ saksi sebelumnya tldak kenal dengan terdakwa dan tidlak ada

hudrurqan keluarga dengan terdakwa ,

1* *Yo*l pemah dhenksa Penyrdik dan membenarkan
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Bahwa diawali dengan telah diberlakukannya operasi pekat dimulai awal

bulan Februari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2011 ;

Bahwa dalam operasi pekat 
'dan 

adanya informasi dari masyarakat

menemukan praktek perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada

hari Senin tanggal 21 Februqii 2011 sekira pukul 20. 45 Wib, saksi

mendatangi sebuah rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. l24Yogyakarta

bersama'sama dengan saksi Subagyo, Tri Purnomo Sidhi, Marsudi yang

dicurigai untuk menampung WAnita Tuna Susila ;-----*--
Bahwa setibanya di lokasi di lokasi dilakukan pembagian tugas; , yaitu

saksi Dwi Hari Cahyono bertugas di luar rumah sekilar jarak 10-15 meter

dari rumah yang bersangkutan dan saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo

Bahwa setelah saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo Sidhi masuk ke

dalam rumah,selang beberapa menit kemudian keluar bersama seorang
:

perempuan menuju ke mobil yang telah dipersiqpkAn, saat itularh saksi

Subagyo memberi isyarat kepada saksi untuk:se$era nnasuk rumah,

selanjutnya saksi bersama-sama dengan Dwi hari Cahyono masuk

rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 tersebut la[u menangkap

terdakwa dan berhasil mengamankan uang sebesar Rp. 400.0010,- dari

tangan terdakwa serta 4 orang wanita lainnya ;:*-----
Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian terdakwa mengaku yang

mempunyai usaha perdagangan wanita tersebut adalah KlKl dan malam

itu juga ke rumah Kiki di daerah soragan, namun pada saat dilakukan

operasidirumahnya Kiki sudah tidak ada ditempat;::--
Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap tamu yang datang dan

berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebesar

Rp. 10.000,-

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai

Rp. 400.000,- yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang yang

diserahkan subagyo kepada Tejrdakwa yang diajukan dipersidangan ;----
1

Menimbang, bahwa atas ketgrangan para saksi diatas, Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;------*---*

itenimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangarr saksi

lntan Purnamasari alias lntan Binti,Jumadi, yang tidak hadir dipersiclangan,
ri

sehingga keterangannla yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan

I



,"* *O"ratan, dimana atas kehrwrgwrya
tersebut terdakwa juga menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berup :

uang sejumlah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) , dimana setelah
diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan adanya ;--*---*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangalr telah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: ------_-__-_

::

- Bahwa terdakwa pernah diperiksd di Penyidik dan membenarkan kelterangan

- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 4 bulan bekerja di rumah penannpungan

wanita pekerja sex komersial kemtjdian menjualnya bilamana ada tarmu yang
memerlukan jasa layanan wanita pekerja sex komersial ;----

ri- Bahwa terdakwa bertugas dirumah penampungan tersebut untuk, bersih-
bersih rumah serta melayani tamu yang datang untuk meminta jasa layanan

li

wanita pekerja sex komersial dan menerima pembayaran dari tarnu yang
telah sepakat dengan tarif layanan pekerja sex komersial ;-----

- pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 20. 30 Wib, ketiha, :.
terdakwa sedang duduk dikursi lincak didepan rumah penempungan qi
Jl. Hos cokroaminoto No. 124 yogyakarta saksi subagyo dltang beiq;ma-
sama dengan saksi Tri purnomo Sidhi, selanjutnya terdaftwqmenyyrqh [amui; ';.' ,.'. '

masuk kedaram rumah, kemudian saksi subagyo r.rnitir:, s'orunE, wanita
yang duduk daram suatu rrangan'didaram rumah tersebui ft"rroiun saksi
Subagyo memilih wanita yang p"iing muda dan pating ..ni'* dan jatuhlah
pilihan pada saksi lntan purnamasari 

;

bahwa setelah ada kesepakatan harga saksi subagyo 6s1,1,yer8hkan uang
sebesar Rp. 400.000,-untuk sewa short time Rp. 300.000,- ditambah
Rp. 100.000,- untuk biaya sewa kamar;:________

t

bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 40CI.000,_,

seianiutnya terdakwa mempersilahkan terdakwa untuk membawa lntan
Purnama.sari, selanjutnya saksi subagyo keluar rumah bersama-sama saksi
lntafl Pumamasari diikuti oleh terdakwa menuju ke mobil yang telah
dipersiapkan, pada saat iturah datang beberapa petugas polisi yang
filenyamar dan melakukan pen{ngkapan terhadap terdakwa, kemudian
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1ip€$rgffi berhasil rneflargkap terdal$A dan mengamar*am w@, tsmrttump

Rp CO0.000,- serta 4 orang wanita lainnhya ;

i

- balrura setiap tamu yang datang dan bbrhasil transaksi terdarlw nffiffi
lr

bag.ianataufiesebesarRp'10.000,.;**-*--_-

' bahwa terdakwa mengaku yang memppnyai usaha perdagangan r1ry1s6 &
Rumah penampungan di Jl. Hos Cokroaminoto No, 124 yogldksre
tersebut adalah KlKl, namun pada saat terjadinya penangkapan sdr. Kfrei

tidak ada ditempat, sedangkan terdakwa hanya bertugas membantu Kiki ;-_
ll- bahwa terdakwa bekerja ditempat Kiki sudah 4 buran yang bertugas

mererima tamu , menerima pembayaran dan menyajikan wanita tuna susila ;

- bahwa benar terdakwa mengetahui saKsi tntan Purnamasari baru berusia
kurang lebih 16 tahun dan belum 1g tahun ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan
tpersidangan;--------- --;_E__

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa sefta
Ibarang bukti yang diajukan dipersidapgan dilihat dari hubungan dan

persesuaiannya satu sama lain sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga
Majelis memperoleh fakta-fakta, dimana dari fakta-fakta tersebut Ma,ielis akar
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik yarng

didakwakan dan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab ;:---*----
I

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun
secara alternative, yaitu :

- Kesatu : Melanggar pasal 2 ayat (1) undang- undang Nomor : 21 tahun
2007 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau ____

,,

- Kedua : Melanggar pasar 10 undang- undang Nomor : 21 tahun zoDT

Atau :--
- Ketiga : Melanggar pasat gg Undang- undang Nomor . 23 tahun wva

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau ___

- Keempat : Melanggar pasal 183 ayat (1) io pasal 14 ayat (1) r.rntur€F

undang Nomor: 13 tahun 2003 Jo. pasar 5s alxarr {t} flms1

KUHp Atau
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Menimbang, bahwa oleh karena,iemua unsur dalam dakwaan kedua

telah terpenuhi, maka terdakwa telah tbrbukti secara sah dan meyakinkan
'!i

bersalah melakukan tindak pidana sepertitbrsebut dalam dakwaan ke dua ;--*-
li

Menimbang, bahwa sebelum rfiajelis menjatuhkan putusan perlu

memperhatikan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan
lll

terdakwa ;----*-: -:-ii---*-

, tti

- Sifat dari Perbuatan terdakwa yang iireresahkan masyarakat ;--*---*--
,l

,i,

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang ;-:--*-
i

- Terdakwa belum menerima imbalan dari Kiki ;--*----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan l;urat

perintah /penetapan penahanan yang sah sebelum putusan ini mempunyai

kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhlkqn,

dank arena tidak ada alas an untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tafianan
T .,; t':'' , ' ]' "',' .'". '

maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ,--;;-*--.---:---*--*-
; i ,. .i'i, ,'l

Menimbang, bahwa terhadap lb"r"ng bukti u"Hm , t9ng 
'sejuimlah

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), l{arena merupakan hasil dari kejahatan

sudah seharusnya dirampas untuk Negara ;-:-----
,

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi

pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;---------

Memperhatikan pasal Pasal 10 Undang- undang Nomor: 21 tahun 2007,
1:l

pasal-pasal KUHAP serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
l

dengan perkara ini ;----- --.*l----
;,i,, i,'r

MENE:AOILI:
;;

- Menyatakan Terdakwa MUJIANTO als. SUGENG bin MADYO UTOMO

terbukti secara sah dan meyakinkAn bersalah melakukan tindak pidana

" Membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang " ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
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- Menetapkan masa penahanan yanb,, te,lah dijalani terdakwa dikurangkan

ll
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkaftt

- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

- Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. a00.000,- (empat ratus
i

ribu rupiah) dirampas untuk negara ;-*--r----
- Membebankan biaya perkara t<epaib Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-( dua

i

ribu rupiah) ;-:------- -* -,i' *;--_--_._

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
,i 'i; i

Pengadilan Negeri Yogyakarta padarii.jhari Senin tanggal 11 Juli 2011

oleh kami : FX. SOEGIARTHO, SHiitUlH. sebagai Hakim Ketua Malelis,

M. KADARISMAN, SH. dan TINUK KUShtrARTATt, SH. masing-masilng sebagai
i

Hakim Anggota, Putusan tersebut diugapkan di muka persidangan y'ang

dinyatakan terbuka untuk umum pada fiari SELASA, tanggal 12 Juli 2011 oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didamping,i oleh TINUK KUSHARTATI, SH dan

SUTEDJO, SH. Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MIRA PUSPITASARI, SH,

Panitera Pengganti pada PengadilanlNegeri Yogyakarta dan dihadiri oleh

BAMBANG WUANARKO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Yogyakarta, dan di hadapan Terdakwa serla Penasehat Hukumnya ;-------

Hakim Anggota,
',1, '/

. ,'-'/ ,//
:u,,.,' /// -
h 't'/-t

J

TINI.}K KUSHARTATI, SH.

/\ "'i\,,'
{ }.r-l"Y\ (1 -/-
\V

SUTEDJO, S.H.

.i
ji;

ll

ri

il;

,i ,'l '

Panitera Pengganti,

FX. SOEGIARTHO, SH.,T'IH.

Hakim Ketua,

ASARI, SH
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